SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
10 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Menimbang

Mengingat

PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa dalam rangka koordinasi dan Tertib Administrasi
terhadap perhitungan Pajak Air Permukaan dan batas jatuh
tempo pembayaran dan penyetoran pajak, maka diperlukan
perubahan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Air Permukaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Air Permukaan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4740);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4595);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah

Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;
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Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai
Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP.,
S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan
Tahun 2013-2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2008 Nomor 05);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 33);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 37);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 48) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun
2013 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 59);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2011 Nomor 10);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 10), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 28 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) angka baru
yaitu angka 31, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

28. Identitas Wajib Pajak adalah Identitas yang dimiliki wajib pajak berupa

31.

Single Identification Number (SIN), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
identitas lainnya sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan

kewajiban dalam hal perpajakan.

Hari adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari
Sabtu, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan
Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(4) Penghitungan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan

dilakukan oleh Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Kalimantan Timur, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan
Timur dan/atau Tim Teknis Kabupaten/Kota yang terdiri dari Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan dan Energi di Wilayah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan dikoordinasikan oleh UPT Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur wilayah setempat.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(3)

Pasal 14

SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 20
(dua puluh) hari kerja setelah dilakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan.



(4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD atau bentuk lain yang
dipersamakan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan
Gubernur ini.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18

(1) PAP terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja,
bulan berikutnya dari masa Pajak air permukaan yang terutang.

(2) Dihapus.

(3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(5) Khusus pembayaran melalui lumpsum payment ditetapkan paling lambat
6 (enam) bulan.

(6) Pembayaran PAP dilakukan di kas umum daerah atau di tempat lain yang
ditetapkan oleh Gubernur.

(7) Tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan
pembayaran pajak dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran
maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan
permohonan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dan
melampirkan fotokopi SKPD atau STPD yang diajukan
permohonannya,

b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sudah
diterima Dinas Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari
sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

c. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus
melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun
pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung
diajukannya permohonan;

d. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan
pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat
keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran
maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah
terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala
Bidang Pajak;

e. Persetujuan terhadap angsuran/penundaan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam
Surat Perjanjian;

f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali
angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal
surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan
alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
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g. Pemberian angsuran tidak menunda Wajib Pajak untuk
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak
berjalan;

h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam) bulan
terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam
SKPD atau STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib
Pajak yang dapat diterima;

i. Penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan; dan

J.  Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa
angsuran.

2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya
sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak
angsuran.

3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah
pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan
angsuran.

4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran
dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

5) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah
pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua
persen).

Ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32

(3) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:

nama dan alamat wajib pajak atau penanggung pajak;

identitas wajib pajak;

jumlah piutang pajak;

tahun pajak; dan

jenis pajak.

o QuoUp

(4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Gubernur dapat menetapkan penghapusan piutang pajak
sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sedangkan
untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp.5.000.000.000,- (lima
milyar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan
DPRD.



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 April 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRQ,HUKUM,

H. SUROI'O, SH

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006





